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MOTTO  
 

 

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat 

sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta 

orang-orang yang sabar.” 

(Terjemahan Al-Qur’an surat Al Baqarah: 153)*)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*) Anonim, 1990, Al Qur’an dan Terjemahnya, Mushaf Al-Madinah An Nabawiyah, Kompleks Percetakan 

Al Qur’an, Khadim Al Haramain asy Syarifain (Pelayan Kedua Tanah Suci), Raja Fahd. 
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RINGKASAN 

 

Pada dasarnya hak atas tanah yang dikuasai Negara dapat diberikan 

kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama 

dengan orang lain serta badan-badan hukum. Salah satu bentuk hak atas tanah 

tersebut yaitu Hak Guna Bangunan (HGB). Hak Guna Bangunan adalah hak untuk 

mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya 

sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Atas permintaan pemegang 

hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, 

jangka waktu tersebut dalam ayat 1 UU No.5 Tahun 1960 (UUPA) dapat 

diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. 

Permasalahan di dalam skripsi ini di antaranya adalah: Tindakan Hukum 

apa yang dapat dilakukan untuk memperoleh hak atas tanah yang dikuasai oleh 

Pemerintah Daerah?, Bagaimanakah prosedur perolehan hak atas tanah yang 

dikuasai oleh Pemerintah Daerah menjadi Hak Guna Bangunan?, Apa sajakah 

faktor kendala serta upaya penanganannya di dalam pelaksanaan perolehan hak 

atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah menjadi Hak Guna Bangunan?. 

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui, menganalisa 

dan membahas permasalahan yang berkaitan dengan perolehan hak atas tanah 

yang dikuasai Pemerintah Daerah menjadi Hak Guna Bangunan khususnya di 

Kabupaten Gresik dalam hal ini melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik. 

Metode yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. 

Sumber bahan hukum primer diperoleh dari hasil konsultasi dan interview 

(wawancara) dengan para pihak yang berkompeten atau bersangkutan dengan 

permasalahan yang dibahas, dalam hal ini karyawan dari Kantor Pertanahan 

Kabupaten Gresik, serta beberapa pihak yang memperoleh Hak Guna Bangunan 

melalui perolehan hak atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah. 

Sedangkan sumber bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan 

dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, dan pendapat-pendapat yang 

berkaitan erat dengan pokok permasalahan yang akan dibahas serta melalui studi 

dokumen. 
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Pembahasan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji 

tentang masalah tindakan hukum yang dapat dilakukan untuk memperoleh hak 

atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, prosedur perolehan hak atas 

tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah menjadi Hak Guna Bangunan dan 

faktor kendala yang dihadapi serta upaya penanganannya di dalam pelaksanaan 

perolehan hak atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah menjadi Hak 

Guna Bangunan tersebut. 

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah bahwa dalam proses perolehan hak 

atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah menjadi Hak Guna Bangunan 

tersebut, baik dalam proses pelepasan melalui Bagian Umum dan Perlengkapan 

Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, maupun selama proses permohonan 

Hak Guna Bangunan di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, terjadi beberapa 

hambatan dan persoalan hukum diantaranya: kurang adanya peraturan-peraturan 

yang mendukung pelaksanaan perolehan hak atas tanah yang dikuasai oleh 

Pemerintah Daerah, tidak terpenuhinya ketentuan dalam perolehan hak atas tanah 

yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah menjadi Hak Guna Bangunan yaitu 

ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, Pasal 37 Peraturan 

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan masalah dalam pelaksanaan tarif, kultur 

masyarakat yang lebih mengedepankan hak daripada kewajiban, serta adanya 

hambatan dalam melakukan pengaturan, penertiban, dan pengendalian penguasaan 

dan pemanfaatan tanah oleh Badan Pertanahan Nasional. 

Saran dalam skripsi ini adalah hendaknya Pemerintah Pusat segera 

membuat dan mengundangkan peraturan perundang-undangan yang memberikan 

kepastian hukum mengenai pengertian tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah 

Daerah dan jika tindakan pelepasan hak atas tanah dari Pemerintah Daerah dalam 

hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik berlanjut, hendaknya Pemerintah 

Pusat juga memberikan kepastian hukum mengenai pertimbangan Pemerintah 

Daerah dalam melakukan pelepasan sehingga tidak subjektif dari pertimbangan 

aparat sendiri. 

 

 


